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Abstract The application of restorative justice in cases of sexual violence in Indonesia actually has the potential
to cause major losses for victims, resulting in victims not getting the right to recovery for what they experienced
and the perpetrators being free from responsibility for the criminal punishment they should receive. This research
aims to find out and explain efforts that can be made to prevent and overcome the recurrence of gang rape cases
whose investigations have been stopped for reasons of restorative justice. The research method used is Normative
Law research which obtains data from secondary data consisting of primary legal material, secondary legal
material and tertiary legal material, with systematic identification of Legal Norms. The research results show that
the practice of marrying the perpetrator to the victim in rape cases is often considered a form of restorative justice.
In fact, the application of restorative justice in cases of sexual violence in Indonesia actually has the potential to
cause major losses for the victim. As a result, victims do not get the right to recovery for what they experienced
and the perpetrators are free from responsibility for the criminal punishment they should receive. Using crime
prevention theory, it was found that the criminal justice process is the key to providing a deterrent effect to
criminals or to people who have the potential to commit the same crime, so this process must be carried out well
so that the application of criminal law can have an impact on not repeating the same criminal act. by the
perpetrator. Settlement of sexual violence cases using peace mechanisms or marrying the victim to the perpetrator
is completely unjustified and will always be detrimental to the victim. If victims do not receive the justice they
hope for, more victims of sexual violence will be reluctant to resolve their cases through law enforcement
mechanisms. It is hoped that the government, especially law enforcement officials, will need to evaluate the
provisions for implementing restorative justice in cases of sexual violence and revise technical regulations that
strengthen protection and recovery for victims.
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Abstrak.Penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual di Indonesia justru berpotensi
menimbulkan kerugian besar bagi korban yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan hak pemulihan atas
apa yang dialaminya dan para pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang seharusnya mereka
terima. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah
dan menanggulangi terulangnya kasus pemerkosaan secara berkelompok (gang rape) yang dihentikan
penyidikannya dengan alasan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum
Normatif yang memperoleh data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum. Hasil penelitian
menunjukan Praktik menikahkan pelaku dengan korban dalam kasus pemerkosaan seringkali dianggap sebagai
salah satu bentuk keadilan restoratif yang nyatanya, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual
di Indonesia justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan
hak pemulihan atas apa yang dialaminya dan para pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang
seharusnya mereka terima.Menggunakan teori penanggulangan kejahatan, di dapati bahwa Proses peradilan
pidana menjadi kunci untuk memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan ataupun bagi masyarakat yang
berpotensi melakukan kejahatan yang sama, sehingga proses ini harus dilakukan secara baik agar penerapan
hukum pidana dapat berdampak pada tidak terulangnya tindakan pidana yang sama oleh pelaku. Penyelesaian
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perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme perdamaian maupun menikahkan korban dengan pelaku
sangat tidak dapat dibenarkan dan akan selalu merugikan korban. Jika korban tidak mendapatkan keadilan
sebagaimana yang mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan
kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Diharapkan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum,
perlu mengevaluasi ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual serta merevisi
peraturan teknis yang memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.

Kata kunci: Restorative Justice, Gang rape, Penanggulangan Kejahatan.

PENDAHULUAN

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah.
Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu
kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah
kejahatan perkosaan secara berkelompok (Gang rape). Isu Gang Rape/pemerkosaan
berkelompok merupakan suatu kajian baru yang telah beredar luas di masyarakat di mana
perempuan menjadi korban utamanya. Pemerkosaan berkelompok terjadi saat sekelompok
orang ikut dalam pemerkosaan korban tunggal. Pemerkosaan yang melibatkan sekitar 2
tersangka atau lebih (biasanya sekitar 3 orang).

Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W.
Kusumah, mengatakan “Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai
tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya fear of crime ( ketakutan pada
kejahatan di dalam masyarakat)”. Selain itu, pemerkosaan secara berkelompok (Gang rape)
merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara
fisik maupun psikis dan tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani
Negara. Dari hasil jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Tanar Air, Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1.164 kasus perkosaan di tanah air yang dilaporkan
sepanjang 2021. Jumlah tersebut turun 12,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang
sebanyak 1.336 kasus. Menurut wilayahnya, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah
kejadian perkosaan terbanyak di Indonesia, yakni 202 kasus. Posisinya diikuti oleh Nusa
Tenggara Timur dengan 80 kasus perkosaan. Kemudian Komisi Nasional (Komnas)
Perempuan mencatat, kasus kekerasan seksual menjadi yang terbanyak dilaporkan pada tahun
2022. Terdapat 2.228 kasus yang memuat kekerasan seksual atau 65 persen dari total 3.422
kasus kekerasan berbasis gender.

Kasus pemerkosaan Gang Rape juga bisa terjadi dimana saja, contohnya di ruang
publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan
di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Pelakunya pun berasal dari beragam

kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendahan maupun
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pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi,
bahkan orang yang kita anggap rekan kerja sekali pun ternyata ada yang menjadi pelaku tindak
pidana pemerkosaan.

Dalam menangani tindak pidana Gang Rape niscaya terimplementasinya konsep
penyertaan dan pembantuan dalam masalah pemerkosaan. Penyertaan ataupun deelneming
ialah penafsiran yang mencakup segala bentuk keikutsertaan atau campur tangan seseorang
atau beberapa orang dapat berupa psikis maupun fisik untuk melakukan setiap perbuatan
sebagai akibat dari tindak pidana. Aturan yang mengatur tindak pidana penyertaan diatur dalam
Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang pada pokoknya isi Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP.

Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam
penyelesaiannnya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan
putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan
atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Salah 1 contoh, yaitu kasus pemerkosaan yang dialami pegawai honorer Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berinisial ND pada 6 Desember 2019
lalu di Bogor yang diduga diperkosa empat rekan kerjanya pelaku yang diidentifikasi dengan
inisial WH, ZP, MF dan NN. Pemerkosaan tersebut terjadi di tengah rangkaian kegiatan luar
kota Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Bersama keluarganya, ND kemudian melaporkan perkosaan tersebut ke Kemenkop
UKM pada 20 Desember 2020. Di Kemenkop, laporan diterima oleh kepala biro umum.
Namun dalam proses penanganannya, korban seperti diabaikan dan tidak ada upaya
Kemenkop untuk mendampingi korban agar mendapatkan pemulihan psikologis atau bantuan
hukum. Sementara itu, ND kemudian melaporkan perkosaan yang dialaminya ke Polresta
Bogor dan diterima unit Perempuan dan Perlindungan Anak/PPA Polresta Bogor. Korban
kemudian dirujuk untuk melakukan visum. Polresta Bogor menindaklanjuti laporan korban
dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka (MF, NN, WH, ZP). Keempatnya kemudian
dikenai Pasal 286 KUHP, yakni melakukan persetubuhan terhadap perempuan di luar
perkawinan dalam kondisi perempuan tersebut pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan KUHP para tersangka ini semestinya terancam hukuman hingga 12 tahun
penjara. Namun, Kasus yang ditangani oleh kepolisian Polresta Bogor Kota tersebut dalam
proses penyidikannya, kasus tersebut berhenti sebelum hasil penyidikan dinyatakan lengkap
atau P21. Setelah korban melapor ke polisi, para terduga pelaku mendatangi rumah orang tua
korban dan memohon agar proses hukum tidak dilanjutkan karena ZP akan menikahi N. Para

pelaku juga mengajak keluarga mereka ketika mendatangi rumah korban dan mendesak



Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang
Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice

keluarga korban untuk menghentikan kasusnya. Bahkan seorang pejabat Kemenkop dan UKM
yang punya hubungan keluarga dengan salah satu terduga pelaku juga mendatangi rumah
korban dan menawarkan penyelesaian kasus secara “persaudaraan”.

Karena desakan dari banyak pihak tersebut akhirnya pada 3 Maret 2020 ada perjanjian
bersama antara pelaku dan korban, yang juga difasilitasi di ruang kepolisian. Pernikahan pun
berlangsung pada 13 Maret 2020 di KUA Jakarta Selatan. Kanit meminta bukti pernikahan,
sehingga beberapa hari setelah pernikahan korban dan orang tua mengantarkan foto
pernikahan. Hari itu juga keempat pelaku dibebaskan dari tahanan dan mereka hanya
dikenakan wajib lapor. Polresta Bogor kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan
penghentian penyidikan (SP3) pada 18 Maret 2020.

Adapun alasan penghentian penyidikan tindak pidana karena restoratif justice kepada
4 orang terdakwa. Polresta Bogor juga mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua pada 19 Maret 2020. Disebutkan penyidik perkara tidak
cukup bukti sehingga penyidikan dihentikan. Namun korban tidak pernah mendapat info dan
dokumen terkait kedua surat tersebut.

Kasus pemerkosaan dalam bentuk Gang Rape kerap tersembunyi atau terungkap sangat
lambat, juga ditutupi untuk menjaga nama baik korban, kerap tidak diproses secara hukum
salah satunya yaitu penghentian penyidikan atau disebut dengan SP-3 oleh pihak kepolisian
dengan alternatif penyelesaian perkara lewat jalur Restorative Justice. Di samping itu,
fenomena Gang Rape terus berpeluang terjadi salah satunya karena aparat penegak hukum
yang tidak menindak tegas para pelaku dengan hukuman yang berat. Hukuman ringan terhadap
pelaku dapat memberikan pesan tidak langsung kepada masyarakat bahwa kejahatan seksual
tidak dianggap terlalu buruk. Akibatnya, tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan
seksual yang berkeliaran di luar sana.

Berdasarkan pada permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan
judul, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang

Rape) yang Dihentikan Penyidikannya dengan Alasan Restorative Justice.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum
empiris di sini menggunakan studi pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini penulis
mengadakan identifikasi terhadap peristiwa hukum yaitu Upaya Pencegahan Dan

Penanggulangan Kasus Pemerkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan
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Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice. Teknik Pengolahan data dilakukan beberap
tahap, yaitu: Editing, Coding, Klasifikasi dan Tabulasi. Setelah itu dianalisis secara deskriptif
kualitatif yakni dengan cara menjelaskan atau mengurangi data hasil wawancara dalam uraiann
kalimat-kalimat logis diserta disertai argumennya. Selanjutnya, hasil analisis ini di kaitkan
dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat Para ahli yang membahas mengenai
permasalahan. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan untuk
mencegah dan menanggulangi terulangnya kasus perkosaan secara berkelompok (Gang Rape)
dan Tindakan yang harus dilakukan pihak kepolisian dalam menangani Kasus perkosaan secara

berkelompok (Gang Rape).

HASIL PENELITIAN

1. Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Terjadinya Gang Rape dan Proses Penanganan Berdasarkan Hasil
Studi Kasus

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis menganalisis penyebab
terjadinya gang rape dan proses penanganan berdasarkan hasil studi kasus, yaitu:

1. Penulis menganalisis bahwa adanya dugaan pemerkosaan berencana oleh para pelaku
terhadap korban. Mereka diduga telah melakukan perencanaan dengan menjebak korban
keluar hotel dan membuatnya tidak berdaya.

2. Terdapat relasi kuasa jabatan fungsional serta adanya hubungan kekerabatan yang cukup
dekat antara pelaku dengan orang-orang di sekitar Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

3. Terdapat keberpihakan pada pelaku dalam proses penyelidikan.

b.Upaya Pencegahan Gang Rape Menurut Teori Pencegahan Kejahatan (Crime
Prevention Theory)

Menurut United Nation Office On Drugs and Crime/UNODC (2002) dalam Guidelines
for the prevention of crime pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk
mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan
masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk
mempengaruhi berbagai penyebabnya).

Merujuk pada teori Enviromental approach, Social Approach serta Criminal justice
approach dan jika dikaitkan dengan alasan hadirnya gang rape sesuai studi kasus yang
dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa poin terkait dengan pencegahan yang tepat bagi

tindakan gang rape yang diselesaikan secara restorative justice, yaitu:
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Menurut pendekatan yang pertama yaitu Enviromental approach dengan penekanan pada
teknik pencegahan situasional maka yang dapat dilakukan ialah merubah kondisi fisik
lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan. Pada
kasus ini yang merupakan bagian dari kekerasan seksual di tempat kerja, maka kondisi
lingkungan yang harus diubah dimulai dari lingkungan kerja. Internal koorporasi harus
memiliki regulasi/panduan dasar terkait penyelesaian kasus kekerasan diinternal yang
memuat terkait mekanisme pelaporan, hak pendampingan, perlindungan, pemulihan
hingga mengatur terkait sanksi di luar dari proses hukum pidana yang berlaku. Selain itu,
perlu adanya edukasi terkait dengan potensi terjadinya kekerasan di dalam lingkup
lingkungan kerja untuk menjadi landasan pola pikir dan juga untuk membantu
pengenalan akan berbagai jenis kekerasan yang berpotensi terjadi di tempat kerja.
Menurut pendekatan yang kedua yaitu Social Approach yang menekankan pada
pendekatan sosial dan ekonomi sebagai penyebab kejahatan. Pada kasus ini relasi kuasa
sangat berpengaruh terhadap terjadinya kasus gang rape di tempat kerja, selain itu
kemampuan ekonomi kelas atas membuat pelaku secara sewenang-wenang menuntut
proses mediasi dengan dalil menikahi korban yang pada akhirnya ditelantarkan.
Sehingga pencegahan yang dapat dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan terhadap
orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan ataupun melakukan penyelewengan
kekuasaan yang berdampak pada terjadinya suatu kejahatan.

Menurut pendekatan yang ketiga yaitu Criminal justice approach yang menekankan pada
peradilan pidana serta upaya yang dilakukan untuk penggulangan kejahatan. Upaya yang
dapat dilakukan ialah edukasi terhadap masyarakat dan juga peningkatan kapasitas
diinternal kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan seksual agar lebih sensistif
gender guna menuntuk hak-hak korban. Selain itu yang dapat dilakukan ialah penegakan
hukum yang adil untuk mencegah tidak terpenuhinya hak korban dan potensi

penggulangan kejahatan.

c. Upaya Penanggulangan Gang Rape menurut Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya

penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1) Penerapan hukum pidana (criminal law application),

2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass

120

media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).
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Merujuk pada studi kasus yang dilakukan maka upaya penanggulangan dapat dilakukan

menurut dua pendekatan dalam teori penangulangan kejahatan yaitu:

1.

Proses peradilan pidana menjadi kunci untuk memberikan efek jera kepada pelaku
kejahatan ataupun bagi masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan yang sama,
sehingga proses ini harus dilakukan secara baik agar penerapan hukum pidana dapat
berdampak pada tidak terulangnya tindakan pidana yang sama oleh pelaku. Pada kasus
ini terdapat kejanggalan dalam proses penyelidikan saat menjalankan amanat hukum
dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan seksual mengunakan keadilan
restorative. Pada tahun kasus ini terjadi memang belum terdapat aturan yang secara
eksplisit mengatur terkait dengan penggunakan pendekatan restorative justice seperti
yang terkandung dalam Undang-undang TPKS ataupun Perma dan Perjakun saat ini.
Akan tetapi, tentunya tujuan dari pendekatan keadilan restoratif akan selalu sama yaitu
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan
dan kepentingan bagi korban. Sehingga keadilan restoratif dijalankan untuk kepentingan
terbaik bagi korban. Selain itu, sesuai dengan Nota kesepakatan bersama antara Ketua
Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum & HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala
Kepolisian RI tahun 2012 memuat terkait keadilan restoratif hanya dapat dilakukan pada
tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP
dengan kewenangan berada pada penyidik kepolisian atau hakim. Sehingga dapat
disimpulkan bahwasannya kasus ini yang tersangkanya dikenai Pasal 286 KUHP tidak
merupakan tindak pidana ringan yang dapat dilakukan upaya keadilan restoratif, apalagi
proses restoratif yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mendukung pemulihan
ataupun kepentingan terbaik bagi korban. Inilah titik kesalahan yang dilakukan oleh pihak
penyidik dalam menyelesaikan kasus gang rape. Upaya penangulangan yang dapat
dilakukan adalah menjalankan penerapan hukum secara komperhensif yang
mengutamakan kepentingan korban untuk proses pemulihan.

Pendekatan kedua, berfokus pada pendekatan media massa dan merupakan metode
advokasi dalam proses penanggulangan kejahatan. Dengan menarik perhatian masyarakat
terhadap kasus pemerkosaan berkelompok, dapat menekan dan mengawal proses
peradilan pidana untuk mencapai keadilan bagi korban. Selain itu, dapat memberikan
efek jera kepada pelaku ataupun membatasi potensi terjadinya kejahatan gang rape

dikarenakan telah dikenal oleh masyarakat secara luas lewat media masa.
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d. Analisis Terhadap Tindakan Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Pemerkosaan

secara Berkelompok (Gang Rape) yang Dihentikan Penyidikannya dengan Alasan

Restoratif Justice

Kasus gang rape yang terjadi terhadap seorang perempuan dengan 4 tersangka yang

pada akhirnya diselesaikan mengunakan pendekatan keadilan restoratif menimbulkan

kejanggalan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polisi. Dalam

proses penegakan hukum mengenal tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan

keadilan. Dapat disimpulkan bahwa:

1.

122

Membenah dari unsur yang pertama yaitu kepastian hukum dapat dilihat bagaimana
penyidik tidak menjalankan amanat hukum dengan benar sebab seperti Pasal yang
dikenakan kepada 4 tersangka yaitu Pasal 286 KUHP. Merujuk pada ancaman hukuman
9 tahun menjadikan tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana ringan, sehingga
proses penyelesaiannya harus sesuai dengan yang tertuang dalam KUHAP tanpa adanya
proses mediasi lewat pendekatan keadilan restroratif, selain itu juga Pasal 286 KUHP
merupakan delik biasa yang tidak dapat dibatalkan proses hukumnya hanya dikarenakan
adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku.

Unsur kedua adalah kemanfaatan. Pada kasus ini jelas bahwa keputusan penyidik untuk
menghentikan proses penyidikan bukan hanya tidak memberikan manfaat bagi korban
atau masyarakat, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses
penegakan hukum. Sebab, keputusan penyidik lebih didasarkan pada kepentingan pelaku,
bukan kepentingan korban. Selain itu, hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelakunya,
malah mendorong korban dalam upaya damai yang pada akhirnya merugikan korban.
Unsur yang ketiga adalah keadilan. Jika melihat dari unsur keadilan keputusan penyidik
sangat jauh dari mencerminkan keadilan sebab mengunakan pendekatan restorative
Jjustice dan menfasilitasi proses mendiasi dengan cara menikahkan korban dan pelaku
hingga membebaskan semua tersangkan dengan alasan kurang bukti sangat tidaklah
benar. Pengunaan pendekatan restorative justice sudah menunjukan ketidakadilan bagi
korban selanjutnya membebaskan semua tersangka dengan alasan kekurangan bukti lebih
lagi tidak dibenarkan. Sebab sesuai fakta yang hadir telah ada bukti visum, rekaman
CCTYV, Pakaian Korban, keterangan korban dan pengakuan pelaku. Sesuai dengan Pasal
184 KUHAP maka sudah memenuhi unsur minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang
diatur dalam Pasal 185 KUHP. Hal inilah yang membuat penyidik menetapkan keempat

orang tersebut sebagai tersangka.
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Dari ketiga unsur di atas dapat dinilai bahwasannya keputusan kepolisian bertentangan
dengan teori penegakan hukum dan tidak mencerminkan tujuan hukum. Pasal yang
disangkakan oleh penyidik kepolisian kepada 4 tersangka yaitu Pasal 286 KUHP merupakan
delik biasa, sehingga penyidik memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara pidana,
walaupun korban mencabut laporannya atau melakukan perdamaian. Akan tetapi, realitas
dalam kasus ini, korban dan pelaku didamaikan melalui proses perkawinan dan proses
penyidikan dihentikan dengan alasan kekurangan barang bukti.

Namun, sesuai fakta yang hadir telah ada bukti visum, rekaman CCTYV, Pakaian
Korban, keterangan korban dan pengakuan pelaku. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP maka
sudah memenuhi unsur minimal 2 alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 185
KUHP. Artinya alasan pembebasan terhadap 4 tersangka tersebut merupakan pelanggaran yang
dilakukan oleh penyidik terhadap delik biasa dan penghentian penyidikan. Sikap dan etika
penyidik juga melarang korban didampingi oleh keluarga dan tidak diberi akses pendampingan
hukum, bahkan sampai terjadi pernikahan antara korban dan pelaku kekerasan seksual. Adanya
unsur kesengajaan untuk memihak pelaku dan mengorbankan hak-hak korban menjadi bentuk
ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Kesalahan yang dilakukan pihak penyidik telah
menyebabkan korban tidak mendapat pemulihan secara baik dan terjerumus dalam tipu-
muslihat yang berkedok menikahi korban lalu akhirnya korban mengalami KDRT yang
ditelantarkan hingga akhirnya digugat cerai. Jika kembali pada rel hukum yang sebenarnya
sesuai amanat KUHAP terkait pasal delik biasa dan tidak terbuktinya kekurangan alat bukti
maka proses hukum terhadap keempat tersangka harus dilimpahkan kepada kejaksaan.

Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara kasus
pidana dengan upaya perdamaian disebut sebagai upaya keadilan restoratif (restorative justice).
Praktik menikahkan pelaku dengan korban dalam kasus pemerkosaan seringkali dianggap
sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif. Polisi kemudian menghentikan perkara pidana
karena mengganggap pihak korban dan pelaku sudah berdamai. Nyatanya, penerapan keadilan
restoratif pada kasus kekerasan seksual di Indonesia justru berpotensi menimbulkan kerugian
besar bagi korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan hak pemulihan atas apa yang
dialaminya dan para pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang seharusnya
mereka terima. Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus
pemahaman, yaitu:

a) Merugikan Korban dan Menguntungkan Pelaku
Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender oleh Indonesia Judicial

Research Society (IJRS) bersama International NGO Forum on Indonesian Development



Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang
Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice

(INFID) menemukan bahwa hampir 60% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual
tidak memperoleh penyelesaian atas tindak pidana yang mereka alami. Sekitar 39,9%
responden memperoleh penyelesaian dengan pelaku membayar sejumlah uang, dan 26,2%
responden menikah dengan pelaku.

Fakta tersebut salah satunya dipicu oleh cara berpikir masyarakat yang masih
membenarkan praktik menikahkan korban dengan pelaku sebagai win-win solution bagi kedua
belah pihak. Dalam kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, korban maupun
keluarganya kerap kali bersedia dinikahkan dengan pelakunya karena ingin melepaskan diri
dari ketakutan dan perasaan malu atas tindak pidana yang menimpa mereka. Hingga kini,
banyak masyarakat yang masih membenarkan praktik bermasalah ini karena menganggap
kekerasan seksual adalah aib sehingga pernikahan dianggap dapat menutup aib korban dan
keluarganya serta agar anak yang lahir akibat perkosaan tersebut dapat memiliki ayah.

Padahal, praktik tersebut justru sangat tidak adil bagi korban, namun menguntungkan
pelaku. Survei yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pada 2016 menunjukkan bahwa 51,6%
responden menganggap bahwa pernikahan antara pelaku dan korban dalam kasus kekerasan
seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku. Situasi ini
menunjukkan bahwa praktik menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku adalah
permasalahan sosial dari kasus pemerkosaan yang ternyata tidak bisa dibenahi oleh hukum dan
peraturan semata. Penanganannya harus dibarengi dengan edukasi dan perubahan pola pikir.
b) Memaksakan Perdamaian dan Mengabaikan Hak Korban

Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus sepenuhnya memahami bahwa
mekanisme perdamaian pada perkara kekerasan seksual sangat sulit untuk diterapkan. Sebab,
terdapat kondisi relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban. Pendekatan keadilan
restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban justru memberikan beban
psikis terhadap korban. Pasalnya, korban yang sebagian besar adalah perempuan justru dipaksa
secara tidak langsung untuk memaafkan pelaku. Padahal, korban sudah mengalamai kejadian
traumatis yang sangat merugikan, termasuk kerugian fisik, psikis, maupun finansial.

Pendekatan seperti ini, dengan kata lain, sangat berpihak pada pelaku dan dapat
meningkatkan resiko terjadinya re-viktimisasi terhadap korban. Institute for Criminal Justice
Reform (ICJR) pada 2019 juga pernah menjelaskan bahwa implementasi pendekatan keadilan
restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual.
Jika ingin menerapkan mekanisme keadilan restoratif, maka tujuan utamanya haruslah untuk

membuat korban berdaya. Caranya bisa melalui pemberian akses keadilan yang memadai untuk
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korban, seperti bantuan hukum, pendampingan psikologis yang layak, dan akses terhadap
rumah aman, bukan dengan memaksa korban untuk memaafkan dan berdamai, bahkan
menikah, dengan pelaku.

Hal utama yang korban kekerasan seksual butuhkan adalah pemulihan fisik maupun
psikisnya. Dengan melanggengkan dan menganggap normal praktik menikahkan korban
dengan pelaku ini, kita telah merampas hak korban atas pemulihan diri dan rasa aman.
Kesimpulannya, praktik menikahkan korban dengan pelaku bukanlah bagian dari penerapan
prinsip keadilan restoratif. Hal tersebut justru sangat bertolak belakang dengan upaya
pemulihan untuk korban. Proses keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mendamaikan
pelaku, sebaiknya tidak diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan.

c) Inkonsistensi Aturan Hukum

Mekanisme keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019). Dua tahun setelahnya, terbit Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penangangan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021).

Namun, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya tidak
mengatur istilah perdamaian antara korban dan pelaku. Artinya, mekanisme yang diatur dalam
Perkapolri 6/2019 dan Perpol 8/2021 tersebut tidak berlandaskan norma yang diatur dalam
ketentuan KUHAP. Begitupun dengan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan
Keadilan Restoratif. Isinya menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa serta merta
dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (TPKS) mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan
di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak yang ditangani dengan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepolisian seharusnya
memperbarui peraturan internalnya agar selaras dengan norma dalam Undang-Undang TPKS.
Misalnya dengan mengatur pengecualian penggunaan keadilan restoratif bagi tindak pidana
kekerasan seksual.

d) Urgensi Evaluasi Aturan Teknis Penegakan Hukum

Apapun alasannya, penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme
perdamaian maupun menikahkan korban dengan pelaku sangat tidak dapat dibenarkan dan
akan selalu merugikan korban. Jika korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang
mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan

kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Mereka akan menganggap hal itu sia-sia.
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Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, perlu mengevaluasi ketentuan penerapan
keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual, serta merevisi peraturan teknis yang

memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terulangnya kasus
pemerkosaan secara berkelompok (gang rape) yang dihentikan penyidikannya dengan
alasan restorative justice adalah dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana
(KUHAP) secara konsekuen. Tidak diperkenankan menyelesaikan dengan cara lain
termasuk dengan alasan restorative justice. Pasal 286 KUHP merupakan delik biasa yang
tidak dapat dibatalkan proses hukumnya hanya dikarenakan adanya kesepakatan damai
antara pihak korban dan pelaku.

2. Pada kasus ini jelas bahwa keputusan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan
bukan hanya tidak memberikan manfaat bagi korban atau masyarakat, namun juga
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Sebab,
keputusan penyidik lebih didasarkan pada kepentingan pelaku, bukan kepentingan
korban. Selain itu, hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, malah mendorong
korban dalam upaya damai yang pada akhirnya merugikan korban. Praktik menikahkan
korban dengan pelaku bukanlah bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal
tersebut justru sangat bertolak belakang dengan upaya pemulihan untuk korban. Proses
keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mendamaikan pelaku, sebaiknya tidak

diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan.

SARAN

Apapun alasannya, penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme
perdamaian maupun menikahkan korban dengan pelaku sangat tidak dapat dibenarkan dan
akan selalu merugikan korban. Jika korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang
mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan
kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Mereka akan menganggap hal itu sia-sia.
Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, perlu
mengevaluasi ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual serta

merevisi peraturan teknis yang memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.
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